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ABSTRAK

Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang
menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan
tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh
masyarakat dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik. Alokasi belanja modal
didasarkan pada pendapatan adli daerah, transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi
umum dan dana alokas khusus. Penelitian ini bertujuan mengetahui signifikansi pengaruh
pendapatan adli daerah, dana aokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal
pemerintah daerah kabupaten/kota di Provins Bali. Metode penentuan sampel yang
digunakan adalah metode sampling jenuh. Pengumpulan data menggunakan metode
observas pada data keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun anggaran
2014 - 2018 dengan regresi linier berganda. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus
memiliki pengaruh positif dan dampak signifikan terhadap belanja modal. Sementara, dana
alokas umum memiliki pengaruh negatif dan dampak signifikan terhadap belanja modal.

K atakunci: pendapatan adli daerah, danaalokasi umum, danaa okasi khusus, belanjamodal.

ABSTRACT

Capital expenditureis component of direct expenditure on government budget that produces
fixed assets. In utilizing the resulting fixed assets, in direct contact with public services or
are used by the community and some are not directly utilized by the public. Capital
expenditure allocation is based on regional own-source revenue, transfers from the central
government in the form of general allocation funds and special allocation funds. This study
aims to determine the significance of the effect of regional own-source revenue, general
allocation funds and special allocation funds for local government capital expenditure in
Bali. The sampling method used is saturation sampling. The data collection uses the
observation method in the financial data during 2014 - 2018 with multiple linear regression.
Local own revenues and special allocation funds have positive and significant impact on
capital expenditure. General allocation funds have negative and significant impact on capital
expenditure.

Keywords: regional own-source revenue, general allocation fund, special allocation fund,

capital expenditure.
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PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi
daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang
telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Kekuasaan daerah otonomi sangat
luas karena pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri  kepentingan
masyarakatnya yang terdiri dari bidang pendidikan, pertanian, kesejahteraan,
kesehatan, perumahan, perekonomian dan lain-lain (Juniawan & Suryantini,
2018).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman
Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia,
anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam
bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarakan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Nurlis (2016) dalam teori federalisme fiskal ditekankan bahwa
pertumbuhan ekonomi dicapal dengan cara desentralisas fiskal atau pendelegasian
wewenang oleh pusat ke daerah untuk mengatur rumah tangga mereka sendiri atau
otoritas lokal yang sering disebut dengan otonomi daerah. Sebelum penerapan
sistem desentralisasi, kebijakan pembangunan daerah masih dominan dikontrol
oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga hal ini menyebabkan
ketergantungan besar antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Desentralisasi
mengakibatkan pemerintah daerah harus mampu untuk meningkatkan sumber daya
daerahnya (Habibi, 2015). Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan
yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disis lain memunculkan
persoaan baru, dikarenakan tingkat kesigpan fiskal daerah yang berbeda-beda
(Jkwa & Sdlle, 2015). Marpaung et al. (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan
anggaran belanja seharusnya dial okasikan untuk hal-hal produktif, misalnyauntuk
pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah seharusnya diaokasikan untuk
program-program layanan publik.

Provinsi Bali merupakan salah satu dari provins yang ada di Indonesia
yang menerapkan otonomi daerah. Provins Bali menjadikan otonomi daerah
sebagali acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang memiliki tujuan dan
arah yang jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Potensi daerah
dapat ditingkatkan melalui peningkatan anggaran belanja daerah. Penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban
anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun secara tahunan dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mangemen belanja daerah harus menjadi fokus pemerintah daerah agar
optimalisasi manajemen keuangan daerah dapat tercapai (Raharja et al., 2017).
Belanja modal yang termasuk Belanja Daerah patut diperhitungkan karena
berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan fasilitas
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publik. Belanja modal dalam pemahamannya berhubungan dengan upaya
pemerintah untuk menyediakan fasilitas agar menunjang kinerja pemerintah
dalam upaya memberikan pelayanan yang sebalk mungkin kepada masyarakat.
Peningkatan belanja modal yang di anggarkan mengakibatkan peningkatan
belanja modal dalam kaitannya penambahan infrastruktur dan sarana prasarana
publik. Belanja modal penting untuk meningkatkan aset daerah yang bertujuan
untuk meningkatkan layanan kepada public (Farina & Suzan, 2015). Menurut
Nurlis (2016) pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan pendapatan yang
diterimauntuk area perbel anjaan yang produktif dengan sumber daya yang terbatas.
Meningkatnya perekonomian daerah diserta dengan penerimaan daerah yang
meningkat, seharusnya dapat meningkatkan belanja modal daerah (Adyatama &
Oktaviani, 2015).

TREND BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BALI
PERIODE 2014-2018 (MILIAR RUPIAH)
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Gambar 1. Trend Belanja M odal Kota dan Kabupaten di Provins Bali
Belanja modal pada masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota se-

Provinsi Bali tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Gambar 1, Kabupaten Badung
memiliki belanja modal Rp 906.765.960.000,00 pada tahun 2018. Tingginya

1111



| Putu Chio Kanaiya, Pendapatan Adli Daerah...

belanja modal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada fasilitas
publik dan juga infrasruktur bagi masyarakat. Sementara itu, dalam kurun waktu
yang sama, belanja modal terendah tercatat di Kabupaten Karangasem pada tahun
2018. Belanja Daerah yang termasuk belanja modal patut diperhitungan karena
berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
Menurut Venkataraman & Urmi (2017) Ditemukan bahwa dalam jangka pendek
dan jangka panjang, penerimaan daerah yang berupa pendapatan asli daerah
memiliki dampak positif kepada belanja modal pada bidang pembangunan daerah.
Muda & Azura(2018), Marpaung et al. (2017) dan Abbaet al. (2015) menemukan
pendapatan asli daerah positif terhadap belanja modal sedangkan Sebastiana &
Cahyo (2016) dan Nurlis (2016) menemukan bahwa pendapatan asli daerah negatif
terhadap belanja modal.

Setigp daerah mempunya kemampuan yang tidak sama dalam mendanai
kegiatan operasional didaerahnya masing-masing, ha tersebut menimbulkan
ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatas ketimpangan tersebut,
Pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah.
Sdlah satu dana perimbangan yaitu dana alokasi umum, dana aokas umum
merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk
membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana adokas umum daerah pemberiannya dihitung berdasarkan
kemampuan keuangan daerah yang didapatkan dari selish kebutuhan daerah
dengan kemampuan yang dimiliki daerah. Pemberian dana alokasi umum untuk
daerah yang memiliki keuangan yang mencukupi namun keperluan keuangannya
kecil maka mendapatkan anggaran dana alokasi umum yang kecil, begitu juga
sebaliknya. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah, ha tersebut merupakan konsekuensi adanya
penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan dana
tersebut pemerintah daerah menngunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih
baik kepada publik. Studi yang dilakukan oleh Kuntari (2019), Abdillah & Mursinto
(2016) dan Sumarsono & Rahmawati (2017) menemukan bahwa dana aokasi
umum berpengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan Purbarini &
Masdjojo (2015) dan Nurlis (2016) menemukan bahwa dana alokasi umum
berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Pemerintah Pusat memberi pendelegasian wewenang kepada Pemerintah
Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya
Manusia (SDM). Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan
yaitu dana alokasi khusus. Pemerintah pusat memiliki program untuk mengurangi
ketimpangan daerah berupa dana aokasi khusus yang didapatkan melalui
Penerimaan APBN yang diberikan untuk daerah terpilih yang bertujuan
membiayai sesuai keperluan daerah yang seragam dengan program nasional.
Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus merupakan
danayang bersumber dari APBN yang dial okasikan kepada daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional.
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Pemanfaatan dana aokas khusus diarahkan pada kegiatan investasi
pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik
dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan saranafisik penunjang,
dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengal okasian dana alokasi
khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karenadana alokasi khusus
cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah gunameningkatkan
pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian dana alokasi khusus dan belanja modal sebelumnya,
Susilowati & Rahmadewi (2017), Mutiah & Mappanyuki (2015) dan Anandaet al.
(2017) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan
terhadap belanja modal. Novianto & Hanafiah (2015) dan Sugiyanta (2016)
menemukan bahwa dana alokasi khusus positif terhadap belanja modal sedangkan
Febriana & Praptoyo (2015), Heliyanto & Handayani (2016)menemukan bahwa
danaaokas khusus negatif terhadap belanja modal.

Penelitian ini dilakukan di 1 kota dan 8 kabupaten yang tersebar di Provinsi
Bali karena berdasarkan tren belanja modal pada daerah diantaranya 1 kota dan 8
kabupaten di Provinsi Bali tidak merata dan berfluktuasi yang menyebabkan
adanya perbedaan pelayanan dan fasilitas publik di masing-masing kabupaten dan
kota. Penelitian in bertujuan ntuk menjelaskan signifikansi pengaruh , dana
alokas umum dan pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal di
kabupaten dan kota di Provins Bali.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanakan kebijakannya sebagai
daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam
menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang
diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam
melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu
cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk
kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal

Pendapatan asli daerah adal ah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah,
retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Belanja
modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya
yang memberi manfaat |ebih dari satu periode akuntansi. Belanjamodal meliputi
antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan,
peralatan dan aset tak berwujud.

Berdasarkan penelitian pendapatan asli daerah terhadap belanja modal
sebelumnya, Bolen (2019), Sogoto et al. (2015) dan Syam et al. (2018)
menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap
belanja daerah. Muda & Azura (2018), Marpaung et al. (2017) dan Abba et al.
(2015) menemukan pendapatan asli daerah positif terhadap belanja modal.
Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya pendapatan asli daerah
menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.

Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa
anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan
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pendapatan. Setigp penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah,
belanja moda harus disesualkan dengan kebutuhan daerah dengan
mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima. Sehingga apabila
pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan
kesgjahteraan masyarakat, maka pemda harus menggali pendapatan asli daerah
yang sebesar-besarnya. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian
diatas maka hipotesisnya adalah sebagal berikut:

Hi: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja

modal.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan
keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi,
dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan
pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu
pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini
bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang dial okasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar
daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya
penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan
demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam anggaran pendapatan dan
belanja negara dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah
dapat menggunakan dana perimbangan keuangan yang berupa dana alokasi umum
untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melaui belanja
modal.

Berdasarkan penelitian dana alokas umum dan belanja modal sebelumnya,
Marpaung et al. (2017) menyatakan bahwaterdapat hubungan positif dan signifikan
antara dana alokasi umum dengan belanja modal. Bolen (2019), Sogjoto et al.
(2015) dan Syam et al. (2018) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja
modal dipengaruhi oleh dana alokas umum yang diterima dari pemerintah pusat.
Kuntari (2019), Abdillah & Mursinto (2016) dan Sumarsono & Rahmawati (2017)
menemukan bahwa dana alokas umum berpengaruh positif terhadap belanja
modal.

Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah
khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dana
alokas umum. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi
dana alokas umum maka belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan
karena daerah yang memiliki pendapatan dana aokasi umum yang besar maka
alokas untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat. Hipotesis
berikutnya adal ah sebagai berikut:

H.: Dana aokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi.
Pelaksanaan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan
wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
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pemerintahnya. Urusan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah
disertai dengan penyerahan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan
antara pemerintah pusat dengan daerah.

Salah satu dana perimbangan adalah dana alokasi khusus, dana alokasi
khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada
pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah dan prioritas nasional. Tujuan dana aokas khusus untuk mengurangi
beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.
Pemanfaatan dana aokas khusus diarahkan kepada kegiatan investas
pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik
pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya
pemanfaatan dana aokasi khusus untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Berdasarkan penelitian dana alokasi khusus dan belanja modal sebelumnya
Susilowati & Rahmadewi (2017), Mutiah & Mappanyuki (2015) dan Anandaet al.
(2017) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan
terhadap belanja modal. Novianto & Hanafiah (2015) dan Sugiyanta (2016)
menemukan bahwa dana aokas khusus positif terhadap belanja modal.
Sementara lembaga SMERU menyatakan bahwa dana alokasi khusus merupakan
salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan
bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat
yang berupa dana aokasi khusus dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah
melalui belanja modal. Berdasarkan landasan teori dan penemuan empiris
tersebut maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

Hs: Dana Alokas Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah H
1
(X1)
Dana Alokasi Umum H2 BelanjaModeal (Y)
(X2)
Dana Alokas Khusus Hs
(Xs)

Gambar 2. Kerangka Konseptual Penélitian

METODE PENELITIAN

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif
yaitu untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana alokas
umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pemerintah daerah di
kabupaten/kota di Provinsi Bali dan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian
dengan memperoleh data yang berbentuk angka dimana data yang digunakan
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yaitu data keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota di Provins Bali.
Lokas atau ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah 8 Kabupaten dan 1 Kota
Provinsi Bali yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan,
Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten
Buleleng, Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar.

Objek penelitian dalam pendlitian ini adalah Pendapatan Adli Daerah
(PAD), Dana Alokass Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja
modal daerah di 8 Kabupaten dan 1 Kota Provinsi Bali yaitu Kabupaten Badung,
Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten
Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem dan
Kota Denpasar pada tahun 2014-2018. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah
belanja modal dengan simbol Y. Variabel bebas dalam pendlitian ini adalah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan simbol X1, Dana Alokas Umum (DAU)
dengan simbol X2 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan simbol Xa.

Belanja modal dalam penelitian ini merupakan belanja pemerintah daerah
yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau
kekayaan daerah dan sel anjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti
biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administras umum di pemerintahan
kabupaten/kota di Provins Bali tahun 2014-2018. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data redlisasi tota Belanja Modal Kabupaten Badung,
Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten
Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem dan
Kota Denpasar pada tahun 2014-2018 yang terdapat dalam laporan realisas
anggaran pendapatan dan bel anja daerah dalam satuan rupiah dan dinyatakan dalam
bilangan natural.

Pendapatan Adli Daerah (PAD) dalam penelitian ini merupakan pendapatan
yang diterima pemerintahan kabupaten/kotadi Provins Bali tahun 2014-2018. Data
yang digunakan dalam pendlitian ini adalah data realisasi total pendapatan adli
daerah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten
Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng,
Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar pada tahun 2014-2018 yang terdapat
dalam laporan redlisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam satuan
rupiah dan dinyatakan dalam bilangan natural.

Dana Alokas Umum (DAU) dalam penélitian ini adalah dana yang berasal
dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah
untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi pemerintahan Kabupaten/Kota di Provins Bali tahun
2014-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data redlisas total
dana alokasi umum Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan,
Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten
Buleleng, Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar pada tahun 2014-2018 di
laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam satuan rupiah dan
dinyatakan dalam bilangan natural.

Dana Alokas Khusus (DAK) dalam penelitian ini merupakan dana yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dial okasikan kepada
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
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merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional di pemerintahan
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data redlisas total dana alokasi khusus Kabupaten Badung,
Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten
Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem dan
K ota Denpasar padatahun 2014-2018 di |aporan realisasi anggaran pendapatan dan
belanja daerah dalam satuan rupiah dan dinyatakan dalam bilangan natural.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data bersifat kuantitatif berupa
laporan realisas anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung,
Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten
Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem dan
Kota Denpasar tahun anggaran 2014-2018. Sumber data dalam penelitian ini
bersumber dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provins
Bali atau badan pusat statistik masing-masing kota/kabupaten di Provinsi Bali yang
dapat diakses melalui www.bps.go.id. Populasi dan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar,
Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten
Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar.
Metode penentuan sampel yang digunakan adalah dengan metode sampling jenuh
atau sensus

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non
partisipan, dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam penelitian tetapi hanya
sebagai pengamat independen yang dilakukan dengan cara observas pada laporan
realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Badung,
Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten
Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem dan
Kota Denpasar tahun anggaran 2014-2018 yang dapat diakses melalui situs resmi
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data seperti nilai
minimum, nila maksmum, nila rata-rata, dan standard deviation dari masing-
masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Perhitungan ini dilakukan
pada 8 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli,
Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten
Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar
sebagai ibu kota Provinsi Bali selama periode 2014 - 2018. Berdasarkan
perhitungan yang telah dilakukan, hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat
pada Tabel 1.

Nila ratarata (mean) dari pendapatan asli daerah sebesar Rp
693.605.425.333,33 dengan standar deviasi sebesar Rp 1.092.933.653.926,282.
Standar deviasi yang begitu besar berarti data pendapatan asli daerah dari 8
kabupaten dan 1 kotadi Provinsi Bali jauh dari nilai rata-ratadan memiliki variansi
yang tinggi. Nilai terendah (minimum) dari pendapatan asli daerah adalah sebesar
Rp 76.141.461.000,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Bangli pada tahun 2014,
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sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari pendapatan asli daerah adalah sebesar
Rp 4.555.716.407.000,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Badung pada tahun 2018.

Tabd 1.
Hasll Analisis Statistik Deskriptif (dalam ribuan)
Mean Std. Deviation

N Minimum Maximum (dibulatkan) (dibulatkan)
Pendapatan 76.141.461  4.555.716.407 693.605.425 1.092.933.654
Adli Daerah
Bﬁ?ﬁnﬁ'o"aﬂ 45 286.763.106  982.698.080 622.351.170 170.580.286
Dana Alokas 540.930  320.552.965 123.868.967 81.832.493
Khusus
BelanjaModal 45 70.217.269  1.241.111.665 308.525.018 276.493.514
valid N
(liswise)

Sumber: Data diolah, 2019

Nilai ratarata (mean) dari dana aokass umum sebesar Rp
622.351.170.488,89 dengan standar devias sebesar Rp 170.580.285.934,669.
Standar deviasi tersebut berarti data dana alokasi umum dari 8 kabupaten dan 1 kota
di Provins Bali jauh dari rata-rata dan memiliki variansi yang tinggi. Nilal terendah
(minimum) dari dana alokas umum adalah sebesar Rp 286.763.106.000,00 yang
dimiliki oleh Kabupaten Badung pada tahun 2015, sedangkan nilai tertinggi
(maksimum) dari dana alokasi umum adalah sebesar Rp982.698.080.000,00 yang
dimiliki oleh Kabupaten Buleleng pada tahun 2016.

Nilai ratarata (mean) dari dana aokas khusus sebesar Rp
123.824.655.733,33 dengan standar deviasi sebesar 81.876.395.288,020. Standar
devias tersebut berarti data dana alokasi khusus dari 8 kabupaten dan 1 kota di
Provinsi Bali jauh dari rata-rata dan memiliki varians yang tinggi. Nilai terendah
(minimum) dari dana alokasi khusus adalah sebesar Rp 540.930.000,00 yang
dimiliki oleh Kabupaten Badung pada tahun 2015, sedangkan nilai tertinggi
(maksimum) dari dana alokasi khusus adalah sebesar Rp 320.552.965.000,00 yang
dimiliki oleh Kabupaten Buleleng pada tahun 2017.

Nila rata-rata (mean) dari belanja modal sebesar Rp 308.525.017.901,31
dengan standar deviasi sebesar 276.493.513.630,462. Standar devias tersebut
berarti data belanja modal dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali jauh dari
rata-rata dan memiliki variansi yang tinggi. Nilai terendah (minimum) dari belanja
modal adalah sebesar Rp 70.217.269.000,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Bangli
pada tahun 2014, sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari belanja modal adalah
sebesar Rp 1.241.111.665.000,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Badung padatahun
2017.

Setelah melalui penghitungan model penelitian melanggar uji asumsi
klasik yaitu mengandung heteroskedatisitas, maka perlu mendapat pengobatan.
Untuk mengobati penelitian yang melanggar uji asumsi klasik ini, model regresi
diubah ke dalam bentuk double-log. Dimana sebelah kanan (variabel
independen) dan kiri persamaan regresi (variabel dependen) ditransformasi ke
dalam bentuk logaritma natural (Ln). Selain bentuk double log diatas, persamaan
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juga bisa ditransformasi ke dalam bentuk semi-log, dimana sebelah kanan
(variabel independen) ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural (Ln),
dan sebelah kiri persamaan regresi (variabel dependen) nilainya tetap. Penelitian
ini menggunakan metode double-log dengan melakukan transformasi terhadap
semua variabel penelitian ke dalam bentuk logaritma natural (Ln), sehingga model
regresi berubah menjadi seperti berikut:

LnY =a + BiLnX1+ BolbnXo+ BaLnX3+ € wovvvevieiiiiiiiii e @
LnY = LogaritmaNatural dari BelanjaModal

i = Konstanta Regresi

b1 = Koefisien Regres Pendapatan Asli Daerah (PAD)

B2 = Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum (DAU)

B = Koefisien Regresi Dana Alokasi Khusus (DAK)

LnX;: = LogaritmaNatural dari Pendapatan Asli Daerah
LnX> = LogaritmaNatural dari Dana Alokass Umum
LnX3 = LogaritmaNatural dari Dana Alokas Khusus
€ = Tingkat Kesalahan Pengganggu (standar error)

Hasil dari transformasi data tersebut mengharuskan untuk melakukan
pengujian ulang terhadap uji asums klasik lainnya menggunakan data yang
ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural (Ln).

Setelah transformasi data maka , hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa
nilai dari Kolmogorov-Smirnov Z yaitu sebesar 0,078 sedangkan nilai dari Asymp.
Sg. (2-tailed) yaitu sebesar 0,200. Nilai tersebut menunjukkan bahwanilai Asymp.
Sg. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 sehingga data yang digunakan dalam penelitian
berdistribusi normal. Nilai tolerance dan VIF dari pendapatan asli daerah adalah
sebesar 0,870 dan 1,149, dana alokas umum adalah sebesar 0,693 dan 1,442 dan
dana alokas khusus adalah sebesar 0,716 dan 1,397. Hasil perhitungan ini
menunjukkan bahwa nilai tolerance dari pendapatan asli daerah, dana aokasi
umum dan dana alokas khusus|ebih besar 0,1 (10%) dan nilai VIF dari pendapatan
adi daerah, dana aokasi umum dan dana alokasi khusus lebih kecil dari 10.
Berdasarkan hasil perhitungan ini maka dapat dissmpulkan bahwa pada model
regresi yang digunakan tidak terjadi ggjala multikolinieritas antar variabel.

Nilai Asymp. Sg. (2-tailed) yang diperolen adalah sebesar 0,226. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sg. (2-tailed) lebih besar dari 0,05
sehingga model regresi yang digunakan bebas dari autokrelasi. Pendapatan adli
daerah, dana aokasi umum dan dana alokasi khusus memiliki nilai signifikansi
berturut-turut yaitu sebesar 0,148, 0,413 dan 0,406. Nilai signifikansi yang dimiliki
pendapatan asli daerah, dana alokas umum dan dana alokasi khusus lebih besar
dari taraf signifikans yang digunakan yaitu sebesar 5% (0,05). Jadi dapat
disimpulkan bahwatidak terdapat gejala heterokedastisitas padamodel regresi yang
digunakan.

Berdasarkan Tabel 2. persamaan regresi linier berganda penelitian ini dapat
dirumuskan sebagal berikut:
LnY =28,930 + 0,446LnX1— 0,623LnX2+ 0,093LnX3+ ¢
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Keterangan:

LnY = LogaritmaNatural dari BelanjaModal

11 = Konstanta Regresi

LnX;: = LogaritmaNatural dari Pendapatan Asli Daerah

LnX> = LogaritmaNatural dari Dana Alokas Umum
LnX3 = LogaritmaNatural dari Dana Alokas Khusus

€ = Tingkat Kesalahan Pengganggu (standar error)
Tabe 2.
Hasil AnalisisRegresi Linier Berganda
Unstandardized Standardized

Model Coefficients Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
(Constant) 28,930 5,694 5,081 ,000
Pendapatan Asli Daerah ,446 ,049 ,780 9,031 ,000
Dana Alokas Umum -,623 ,207 -,292 -3,012 ,004
Dana Alokas Khusus ,093 ,043 207 2,172 ,036

Sumber: Data diolah, 2019

Nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 0,446 menunjukkan
bahwa apabila pendapatan asli daerah meningkat sebesar satu satuan menyebabkan
belanja modal meningkat sebesar 0,446 satuan dengan anggapan bahwa variabel
lainnya konstan. Nilal koefisen regress dana alokas umum sebesar -0,623
menunjukkan bahwa apabila dana alokasi umum meningkat sebesar satu satuan
menyebabkan belanja modal menurun sebesar 0,623 satuan dengan anggapan
bahwavariabel lainnyakonstan. Nilai koefisien regresi dana alokasi khusus sebesar
0,093 menunjukkan bahwa apabila dana alokasi khusus meningkat sebesar satu
satuan menyebabkan belanja moda meningkat sebesar 0,093 satuan dengan
anggapan bahwa variabel lainnya konstan.

Tabel 3.
Hasil Uji K elayakan Model (Uji F)

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
Regression 12,841 3 4,280 37,615 ,000°
Residual 4,666 41 ,114
Total 17,507 44

Sumber: Datadiolah, 2019

F-hitung sebesar 37,615 dengan nilai signifikansi 0,000. Tarif nyata a =
5% atau keyakinan 95% dengan dergjat kebebasan pembilang (k) = (3), dergjat
kebebasan penyebut (n-k) = (45-3) diperoleh hasil (3;42), maka Fiae = 2,83.
Hasil uji menunjukkan Fritung (37,615) > Frane (2,83) dan Sig. Uji F (0,000) < a
(0,05) maka berada pada daerah penolakan Ho dan penerimaan Hi. Hal ini
berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen
terhadap variabel dependen sehinga model layak digunakan untuk memprediksi.

Adjusted R? yang diperoleh dalam penelitian ini adal ah sebesar 0,733. Dapat
diartikan bahwa 73,3% variabel belanja moda dapat dijelaskan oleh variabel
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independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokas umum dan dana aokasi
khusus dalam pendlitian ini, sedangkan 26,7% dijelaskan oleh variabel diluar
model. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,856 menjelaskan adanya hubungan
kuat antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebesar 85,6%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh
positif signifikan terhadap belanja modal daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali
tahun 2014 - 2018. Hasil andlisis yang menunjukkan bahwa nila signifikans
pendapatan asli daerah sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu
sebesar 0,05 dan nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 0,446
menunjukkan adanya pengaruh positif antara pendapatan asli daerah terhadap
belanja modal.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan utama pemerintah
daerah yang diperolah dari sumber-sumber di dalam daerah itu sendiri yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesua perundang-undangan yang
berlaku. Pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat
kemampuan sumber daya keuangan suatu daerah yang nantinya akan digunakan
sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan melalui
belanja modal dan untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah
pusat.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan
antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal bermakna bahwa perolehan
kekayaan daerah berupa pendapatan asli daerah oleh pemerintah daerah sudah
dilakukan dengan bak, namun perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat
meningkatkan belanja modal tersebut. Kemampuan pemerintah daerah dalam
pelaksanaan desentralisas untuk meningkatkan kesegjahteraan masyarakatnya
sudah berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan sehingga pemerintah daerah
tersebut dapat dikatakan sudah mampu untuk menggali potensi-potensi daerah guna
memperoleh pendapatan asli daerah yang lebih besar.

Bolen (2019), Sogjoto et al. (2015), Fuad (2010), Fatimah et al. (2019) dan
Syam et al. (2018) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh
signifikan terhadap belanja daerah. Pengaruh positif yang dihasilkan dalam
penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Muda & Azura (2018), Marpaung et
al. (2017) dan Abba et al. (2015) juga membuktikan hasil yang sama dimana
variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokas umum berpengaruh
negatif signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di wilayah Provins Bali
tahun 2014 - 2018. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 2. yang menunjukkan
bahwanila signifikansi danaa okasi umum sebesar 0,004 yang lebih kecil dari taraf
signifikans yaitu sebesar 0,05 dan nila koefisien regresi dana alokasi umum
sebesar -0,623 menunjukkan adanya pengaruh negatif antara dana alokasi umum
terhadap belanja modal.

Dana alokas umum yaitu dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang dialokas kan dengan tujuan pemeratan keuangan antar daerah
untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Dibeberapa daerah peran dana alokasi umum sangat signifikan
karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah dana alokasi umum
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dari pada pendapatan asli daerah. Pemerintah pusat mengharapkan dengan
adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih  mengoptimalkan
kemampuanya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak
hanya mengandalkan dana alokasi umum.

Setiap transfer dana alokasi umum yang diterima daerah akan ditunjukkan
untuk belanja pemerintah daerah termasuk untuk belanja modal, maka tidak
jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana pendapatan secara
pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer dana alokasi
umum yang diterima daerah lebih besar. Transfer dana aokasi umum dari
pemerintah pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan pendapatan
asli daerah yang dimiliki untuk membiaya belanja modal yang menunjang
tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Kegjadian ini juga dapat
dipengaruhi oleh penggunaan dana alokas umum untuk belanja lain. Belanja
daerah tidak hanya belanja modal, terdapat belanja-belanja lain yaitu belanja
pegawa dan belanja barang dan jasa. Sehingga dana alokasi umum tidak hanya
dialokasikan untuk belanja modal, namun untuk belanja lain-lain.

Keadaan ini juga dapat dilihat dari data dana aokasi umum dan belanja
modal. Dana aokasi umum Kabupaten Badung tahun 2017 mengalami penurunan
dari Rp 336.243.365.000,00 pada tahun 2016 menjadi Rp 330.336.650.000,00 pada
tahun 2017 sedangkan belanja modal mengalami peningkatan dari Rp
1.195.116.122.000,00 pada tahun 2016 menjadi Rp 1.241.111.665.000,00 pada
tahun 2017. Data tersebut menunjukan terjadinya hubungan negative antara dana
alokasi umum dengan belanjamodal yang mendukung hasil penelitian ini.

Data lain pada Kabupaten Gianyar juga membuktikan hasil penelitian ini,
pada tahun 2016, dana alokas umum Kabupaten Gianyar menunjukkan angka Rp
705.975.450.000,00 yang mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi Rp
693.573.732.000,00 sedangkan belanja modal mengalami peningkatan dari Rp
309.917.612.000,00 pada tahun 2016 menjadi Rp 409.360.523.000,00 pada tahun
2017.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan
antara dana aokas umum terhadap belanja modal mengindikasikan bahwa
kabupaten/kota di Provins Bali lebih memanfaatkan pendapatan asli daerahnya
untuk membangun infrastruktur bagi masyarakat melalui belanja modal. Ha
tersebut menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap dana aokas umum
cenderung kecil. Nurlis (2016), Aditya & Maryono (2018), Rudiansah, (2019),
Hairiyah et al. (2018), Widianto et al. (2017) dan Kuncorowati (2017) menemukan
bahwa dana aokasi umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh
positif signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun
2014 - 2018. Hasil analisis yang menunjukkan bahwanilai signifikansi danaaokasi
khusus sebesar 0,036 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 dan
nilai koefisien regresi dana alokasi khusus sebesar 0,093 menunjukkan adanya
pengaruh positif antara dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

Danaaokas khusus termasuk di dalam dana perimbangan, di samping dana
alokasi umum. Dana alokasi khusus adalah aokas dari anggaran pendapatan dan
belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk
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mendanal kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional. Oleh karena itu untuk proyek pemerintah daerah yang
sesuai dengan prioritas nasional, maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam
bentuk dana alokasi khusus kepada pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan
antara dana alokasi khusus terhadap belanja modal mengindikasikan bahwa dana
aokas khusus yang dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja
negara oleh pusat dan diberikan kepada pemda untuk peningkatan keperluan
daerah sesual dengan kebijakan dan program nasional mampu meningkatkan
infrastruktur sarana dan prasarana, fasilitas publik melalui peningkatan belanja
modal. Pemberian bantuan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus untuk
pemerintah daerah salah satu tujuannya yaitu membiayai kebutuhan penyediaan
sarana dan prasarana fisik terutamanya infrastruktur

Besar kecilnya penerimaan dana aokasi khusus sangat mempengaruhi
pembangunan infrastruktur bagi masyarakat melalui belanja modal. Kewenangan
yang dimiliki daerah tidak sebatas dalam menggunakan pendapatan asli daerah sgja,
tetapi juga kewenangan dalam penggunaan dana perimbangan, baik dana alokasi
umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Hasil penelitian ini sejalan dengan
hasil penelitian yang dilakukan dana alokas khusus dan belanjamodal sebelumnya
bahwa Susilowati & Rahmadewi (2017), Mutiah & Mappanyuki (2015) dan
Ananda et al. (2017) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif
dan signifikan terhadap belanjamodal. Novianto & Hanafiah (2015) dan Sugiyanta
(2016) menemukan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap
belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemberian
danatransfer dari pemerintah pusat yang berupadanaalokasi khusus dengan a okasi
anggaran pengeluaran daerah melalui belanjamodal.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang terdiri dari pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain lain pendapatan adli
daerah yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif
signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014 -
2018. Hasil penelitian ini mengindikasikan implikasi bahwa pemerintah daerah
dengan pendapatan asli daerah yang tinggi seharusnyadiikuti dengan belanjamodal
yang tinggi pula. Pemerintah daerah harus lebih menggali dan melihat sumber daya
yang dimiliki untuk perbaikan belanja modalnya, sehingga bukan hanya satu
pendapatan sgja yang digali, tetapi semua potensi daerah untuk memperoleh
pendapat dapat dioptimalkan pengel olaannya dan berdampak baik bagi masyarakat
dengan pembangunan fasilitas yang baik melalui belanja modal.

Dana alokasi umum merupakan salah satu sumber pendanaan daerah yang
merupakan bagian dari dana perimbangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal
kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014 - 2018.

Hasil penelitian ini mengindikasikan implikasi bahwa pemerintah daerah
dalam penggunaan dana alokasi umum lebih sedikit dibanding penggunaan
pendapatan asli daerahnya. Ini berarti pemerintah kabupaten/kota mampu menggali
pendapatan asli daerahnya untuk membiayai kebutuhan daerahnya. sehingga
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keperluan dana transfer dari pusat cenderung kecil. Hal ini juga bisaterjadi karena
dana alokasi umum cenderung digunakan untuk membiayai belanja yang lain
seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Hasil
penelitian ini juga berimplikas pada kemandirian suatu daerah, yaitu
ketergantungan terhadap dana alokas umum cenderung rendah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh
positif signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun
2014 - 2018. Hasil penelitian ini mengindikasikan implikasi bahwa pemerintah
daerah dalam penggunaan dana aokasi khusus memang digunakan untuk
pembangunan proyek yang sejalan dengan proyek nasional melalui belanja modal.
Sehinggatidak ada penyimpangan dana alokasi khusus dialokasikan ke belanjalain
yang diluar proyek nasional.

SIMPULAN

Pendapatan adsli daerah menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan
terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018. Dana
alokas umum menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan terhadap belanja
modal kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018. Dana alokasi khusus
menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal
kabupaten/kota di Provins Bali tahun 2014-2018.

Bagi pemerintah daerah, kemampuan dalam meningkatkan pendapatan asli
daerah sudah baik dan lebih dioptimalkan lagi agar dapat meminimalkan
ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat sehingga
pemerintah daerah mampu membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya. Dana
alokasi umum yang kecil mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak terlalu
bergantung dengan dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk memenuhi
kebutuhan pemerintahannya.

Dana aokas umum cenderung digunakan untuk belanja lain-lain diluar
belanjamodal, namun disarankan agar prioritas utamadari pemerintah adalah untuk
mengoptimalkan dana alokasi umum untuk kepentingan masyarakat melalui
belanja modal. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali harus dapat
mengoptimalkan dana alokasi khusus yang ditransfer dari pemerintah pusat dan
diharapkan dapat terus memperhatikan kesgahteraan masyarakatnya dengan
pembangunan yang berkelanjutan.

Bagi penditi selanjutnya disarankan menggunakan variabel-variabel
lainnya untuk mengukur pengaruh terhadap belanja modal. Belanja modal
merupakan belanja yang sangat penting yang mencerminkan penggunaan dana
untuk kepentingan masyarakat daerahnya. Pendliti selanjutnya juga diharapkan
untuk menambah periode penelitian serta lokas penelitian. Selain itu,
komponen-komponen dalam pendapatan adi daerah juga dapat dijadikan
variabel pendlitian selanjutnya.
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